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IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK
KONSTRUKSI DI INDONESIA MENURUT
UU NO.2 TAHUN 2017

RIZKA NUR AISYAH

INTISARI

Pembangunan konstruksi merupakan sebuah hal yang tidak dapat dihindarkan guna
kemajuan bangsa. Semakin besar proyek yang sedang berlangsung maka akan
semakin besar tingkat kompleksitas yang dimilikinya. Semakin banyak kegiatan
konstruksi yang sedang berjalan akan berbanding lurus dengan besarnya resiko
akan terjadinya sengketa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui syarat sah dalam penyusunan dokumen
kontrak, mengidentifikasi kendala teknis yang terjadi dalam sengketa konstruksi,
serta mengetahui kesesuaian dari implementasi penyelesaian sengketa kontrak
konstruksi dengan UU No.2 Tahun 2017. Jenis penelitian yang akan dilakukan
adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur
dan dokumentasi.

Langkah analisis ini dimulai dengan studi literatur untuk mengetahui syarat sah
dokumen kontrak. Selanjutnya, menggunakan surat putusan hakim yang telah
dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Studi kasus yang dianalisa
sejumlah 3. Hasil analisis menyatakan bahwa syarat sah penyusunan dokumen
kontrak terdiri oleh ketentuan umum kontrak, identitas pihak terkait, teknis
pembayaran, dan cara penyelesaian apabila terjadi sengketa. Hasil analisis
menyatakan bahwa kendala teknis yang dominan menjadi faktor terjadinya
sengketa ialah keterlambatan pembayaran. Implementasi yang ditempuh untuk
menyelesaikan sengketa pada ketiga studi kasus dinyatakan sudah sesuai dengan
UU No.2 Tahun 2017.

Kata Kunci : Syarat sah, Kendala teknis, Penyelesaian.



IMPLEMENTATION OF CONSTRUCTION CONTRACT
DISPUTE RESOLUTION IN INDONESIA ACCORDING TO
LAW NUMBER 2 OF 2017

RIZKA NUR AISYAH

ABSTRACT

Construction development is an unavoidable thing for the progress of the nation.
The larger the ongoing project, the greater the level of complexity it will have. The
more construction activities that are underway will be directly proportional to the
risk of disputes.

This research aims to determine the legal requirements in the preparation of
contract documents, identify technical obstacles that occur in construction disputes,
and determine the suitability of the implementation of construction contract dispute
resolution with Law Number 2 of 2017. The type of research to be conducted is
qualitative research. The research methods used are literature study and
documentation.

This analysis step begins with a literature study to find out the legal requirements
of contract documents. Furthermore, using the judge's decision letter issued by the
Supreme Court of the Republic of Indonesia. The results of the analysis state that
the legal requirements for the preparation of contract documents consist of the
general provisions of the contract, the identity of the parties concerned, technical
payments, and ways of resolving disputes. The results of the analysis state that the
dominant technical obstacle that becomes a factor in the occurrence of disputes is
late payment. The implementation taken to resolve disputes in the three case studies
Is stated to be in accordance with Law Number 2 of 2017.

Keywords :Legal requirements, Technical constraints, Completion.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan konstruksi merupakan sebuah hal yang tidak dapat dihindarkan.
Gencarnya pembangunan di suatu negara bertujuan demi kemajuan dari negara itu
sendiri. Pada Pasal 1 BAB | UU No.2 Tahun 2017 dijelaskan bahwa pekerjaan
konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi tahap awal
pekerjaan hingga tahap akhir pekerjaan proyek tersebut. Semakin besar proyek
yang sedang berlangsung maka akan semakin besar tingkat kompleksitas yang
dimilikinya. Sifat proyek konstruksi yang kompleks sangat membutuhkan
partisipasi dari berbagai pihak dengan keahlian yang berbeda — beda dan
kepentingan yang berbeda — beda. (lsa, et.al., 2015)

Menurut Syarif Burhanudin, tujuan diperbaharuinya undang — undang jasa
konstruksi yakni UU No.2 Tahun 2017 ialah untuk memberikan arah pertumbuhan
dan perkembangan jasa konstruksi dan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap

undang — undang.

Berdasarkan hasil Survei Perusahaan Konstruksi Tahunan (SKTH) 2021,
pendapatan dari seluruh perusahaan konstruksi di Indonesia adalah sebesar
Rp1.471,95 Triliun. Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 7,26% dari
pendapatan di tahun 2020 yang sebesar Rp1.372,36 Triliun. Pendapatan tersebut
berasal dari pekerjaan konstruksi yang diselesaikan sebesar Rp1.415,57 Triliun dan
pendapatan lain sebesar Rp56,39 Triliun. (Muhlis, et.al., 2021)

Hal ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah pendapatan yang diperoleh pada
bidang konstruksi. Pendapatan yang besar di bidang konstruksi menunjukkan
bahwa tingginya kegiatan konstruksi yang berhasil diselesaikan. Dan tanpa disadari
akan memberikan keterkaitan dengan besarnya resiko terjadinya sengketa. Menurut
data dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sepanjang tahun
2018 — 2022 terdapat 592 kasus wanprestasi yang sudah berada pada tingkat
kasasi.(Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023)



Terjadinya sengketa didominasi oleh adanya perbedaan penafsiran antara penyedia
jasa dengan pengguna jasa baik ketika proses tender ataupun pelaksanaan. Oleh
sebab itu, permasalahan ini yang membuat penulis tertarik untuk mengkaji lebih
dalam mengenai letak kesalahpahamannya serta implementasi pola
penyelesaiannya menurut UU No 2 Tahun 2017. Adapun kasus yang nantinya akan
diteliti oleh penulis hanya berjumlah 3 studi kasus. Studi kasus tersebut akan
didapatkan dari arsip Mahkamah Agung. Adapun karakter dalam kontrak
pengadaan jasa selalu tercantum Kklausula bahwasanya penyelesaian sengketa
dilaksanakan secara musyawarah atau mufakat. Namun, hal ini bukan berarti tiap
sengketa hanya dapat diselesaikan secara musyawarah melainkan dilaksanakan
secara pengadilan pun tetap diperbolehkan apabila penyelesaian musyawarah tidak
berhasil. Sesuai dengan Pasal 47 Ayat (1) huruh (h) UU No.2 Tahun 2017 telah
disebutkan bahwa dalam menyelesaikan sengketa kontrak dapat dilakukan dengan
cara musyawarah, mediasi, arbitrase, dan pengadilan. Yang mana berarti bahwa
penyelesaian secara pengadilan pun diperbolehkan apabila keputusan yang
dihasilkan melalui jalur luar pengadilan dirasa tidak puas bagi pihak yang

bersengketa. (Juherman, 2017)

Kesalahpahaman antara penyedia jasa dengan pengguna jasa biasanya diakibatkan
oleh dokumen kontrak yang masih bersifat ambigu. Oleh sebab itu, diperlukan
adanya penelitian yang memaparkan mengenai syarat sah penyusunan dokumen
kontrak sesuai dengan standar yang berlaku yakni standar yang diterbitkan oleh
Kementrian PUPR.

Berdasarkan hal — hal tersebut, diperlukan penelitian tentang “Implementasi
Penyelesaian Sengketa Kontrak Konstruksi di Indonesia Menurut UU No 2 Tahun
2017”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat disimpulkan permasalahan yang

terjadi adalah :

a. Bagaimana syarat sah penyusunan dokumen kontrak agar tidak menimbulkan
sengketa kontrak?



b. Apa saja kendala terhadap aspek teknis dalam sengketa konstruksi pada studi
kasus?

c. Apakah implementasi penyelesaian sengketa kontrak konstruksi pada studi
kasus berdasarkan penilaian hakim di surat putusan sudah sesuai dengan UU
No.2 Tahun 20177

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, terdapat beberapa tujuan yang ingin

dicapai dalam penelitian ini diantaranya yakni :

a. Untuk mengetahui syarat sah dalam penyusunan dokumen kontrak.

b. Untuk mengidentifikasi kendala terhadap aspek teknis dalam sengketa
konstruksi pada studi kasus.

¢. Untuk mengetahui kesesuaian dari implementasi penyelesaian sengketa kontrak

konstruksi pada studi kasus saat ini dengan UU No.2 Tahun 2017.

1.4 Batasan Masalah

Berdasarkan dengan tujuan penelitian diatas dan untuk membatasi penelitian agar

tidak terlalu jauh serta luas, maka batasan penelitian ini adalah :

a. Penelitian ini menggunakan 3 studi kasus yang didapatkan dari Direktori
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Studi kasus yang akan
digunakan berkisar pada tahun 2018 — 2022.

b. Penelitian ini menggunakan studi kasus yang berada pada tingkat kasasi yang
dilaksanakan di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

c. Metode penelitian yang akan digunakan untuk mengetahui syarat sah
penyusunan dokumen kontrak (tujuan 1) ialah dengan cara studi literatur.

d. Metode penelitian ini ialah menggunakan metode kualitatif yang mana
menggunakan data primer berupa surat putusan hakim pada tingkat kasasi.
Metode yang menggunakan surat putusan hakim ini digunakan untuk mencapai
tujuan 2 dan 3.

e. Standar penyelesaian sengketa kontrak konstruksi hanya mengacu pada UU
No.2 Tahun 2017. Yang mana perundang — undangan tersebut memiliki
keterkaitan dengan undang — undang seperti PP No.14 Tahun 2021, Permen

PUPR No.25 Tahun 2020, dan Permen PUPR No.11 Tahun 2021
3



f. Masalah yang dibahas hanya membandingkan antara putusan hakim dengan
penerapan pola penyelesaiannya (mengacu pada UU No.2 Tahun 2017 serta
perundang — undangan yang berkaitan setelahnya).

g. Penyelesaian sengketa menggunakan jalur litigasi (pengadilan).

h. Penelitian ini memiliki hasil akhir berupa faktor penyebab terjadinya sengketa
kontrak, pola penyelesaian apa saja yang telah ditempuh, dan hasil keputusan
hakim yang akan diselaraskan dengan UU No.2 Tahun 2017 serta perundang —

undangan terkait lainnya.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya

untuk pelaksana proyek, pengusaha dan akademisi, yaitu :

a. Bagi Pelaksana Konstruksi
Sebagai referensi pengambilan keputusan dimasa yang akan datang khususnya
jika terjadi sengketa pada bidang konstruksi, sehingga dapat mengurangi jumlah
kasus sengketa yang berujung pada pemutusan hubungan kerja antara penyedia
jasa dengan pengguna jasa.

b. Bagi Jurusan Teknik Sipil Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai implementasi
keselarasan penyelesaian sengketa kontrak konstruksi yang telah diputuskan
hakim dengan UU No.2 tahun 2017.

c. Bagi Mahasiswa
Memberikan sarana informasi tentang keselarasan implementasi penyelesaian
sengketa kontrak konstruksi yang telah dikeluarkan pada surat putusan dengan
UU No.2 tahun 2017.

1.6 Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Implementasi Penyelesian Sengketa Kontrak Konstruksi
di Indonesia Menurut UU No. 2 Tahun 2017” yang akan dilakukan ini dapat
dipastikan tidak terdapat unsur plagiasi.
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